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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mcenimbang

Mcengingat

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 23
Peraturan Pcmcerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, perlu
menctapkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan
tentang Pcnanggulangan Pencemaran di Perairan
dan Pclabuhan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pclayaran (Lembaran Negara Republik indenesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Pcraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 2002
tecntang Perkapalan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4227);

3. Pcraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2009
tcntang Kepclabuhanan  (Lembaran  Negara
Republik Indoncesia Tahun 2009 Nomor 1561,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5070};



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan  Maritim
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5109);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006
tentang Pcnanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak di Laut;

Pcraturan Presidecn Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
scbagaimana teclah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pclabuhan Batam sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus
dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,



Menctapkan

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan;

15. Keputusan Menteri Pcrhubungan Nomor KP 355
Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat
Komando dan Pengendali Nasional Operasi
Pcnanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut (PUSKODALNAS);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN
DAN PELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penanggulangan Pencemaran di  Perairan dan
Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan
secara cepat, tepat, dan terpadu serta
terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi,
dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan
lain ke  pcrairan dan  pelabuhan  untuk
meminimalisasi kerugian masyarakat dan
kerusakan lingkungan laut.



S.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia
beserta  perairan  kepulauan dan  perairan
pedalamannya.

Kepclabuhanan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan
untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, kcselamatan dan keamanan
berlayar, tempat pecrpindahan intra-dan/atau
antarmoda  scrta  mendorong — perekonomian
nasional dan daerah dengan tctap memperhatikan
tata ruang wilayah.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas kesclamatan dan kcamanan pelayaran dan
kegiatan pecnunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan
jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga
angin, tcnaga mckanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan
air, scrta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah.

Unit Kecgiatan Lain adalah pengelola unit
pengcboran minyak dan fasilitas penampungan
minyak di pcrairan.

Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun
termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar,
minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan
pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan
bakar diescl, minyak peclumas, minyak tanah,
bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bahan Lain adalah bahan selain minyak yang
dapat mencemari perairan.

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya
minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan
dan pclabuhan schingga melampaui baku mutu
yang ditetapkan.

Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang
selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan
mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi,
dan tata kerja organisasi operasional, sistem
pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis
operasli penanggulangan pencemaran.

Personil = Penanggulangan  Pencemaran  yang
selanjutnya discbut Personil adalah orang yang
bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan lain dan
pelabuhan untuk melakukan tugas
penanggulangan pencemaran.

Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran
yang selanjutnya disebut Peralatan dan Bahan
adalah peralatan dan bahan yang digunakan
sebagai sarana penanggulangan pencemaran.

Latihan  Pcnanggulangan  Pencemaran  yang
selanjutnya discbut Latihan adalah kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
dan/atau keahlian personil dalam rangka
kesiagaan penanggulangan pencemaran.

Penilaian (Assesment) Penanggulangan
Pencemaran yang selanjutnya disebut Penilaian
adalah suatu proses yang sistematis untuk
mengumpulkan dan menganalisa data scbagai
dasar penyusunan prosedur penanggulangan
pencemaran.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Laut.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.



BAB II
PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DI PERAIRAN DAN PELABUHAN

Pasal 2

(1) Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat
bersumber dari:
a. kapal;
b. unit kegiatan lain; dan
c. kegiatan kcpelabuhanan.

(2) Pencemaran di  perairan dan  pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. minyak; dan
b. bahan lain.

Pasal 3

(1) Setiap kapal, unit kecgiatan lain, dan kegiatan
kepelabuhanan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan
penanggulangan pencemaran.

(2) Persyaratan penanggulangan pencemaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur;
b. personil;
c. peralatan dan bahan; dan
d. latihan.

Pasal 4

(1) Awak kapal wajib menanggulangi tumpahan
minyak atau bahan lain yang bersumber dari
kapalnya.

(2) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab
terhadap pcncemaran yang bersumber dari
kapalnya.



(3)

(1)

(3)

(4)

Pemenuhan pcrsyaratan penanggulangan
pencemaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) untuk kapal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR

Pasal 5

Prosedur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 1;

b. prosedur penanggulangan pencemaran tier 2,
dan

c. prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 3.

Setiap unit kegiatan lain dan pelabuhan wajib
memiliki prosedur penanggulangan pencemaran
tier 1.

Prosedur penanggulangan pencemaran tier 2 dan
prosedur penanggulangan pencemaran tier 3
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ disesuaikan dengan kondisi dan tingkat
pencemaran berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 1
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran
yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang
bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan
kegiatan kepclabuhanan yang mampu ditangani
oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia
pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.



(5)

Prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 2
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran
yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang
bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan
kegiatan kepclabuhanan yang tidak mampu
ditangani olch personil, pcralatan, dan bahan yang
terscdia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan
berdasarkan tingkatan tier 1.

Prosedur penanggulangan pencemaran tier 3
secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran
yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang
bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan
kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu
ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang
tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan
tier 2 atau menycbar melintasi batas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Setiap proscdur penanggulangan pencemaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

paling scdikit memuat:

a. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan
tata kerja organisasi operasional;

b. sistem pelaporan dan komunikasi; dan

c. pedoman tcknis operasi.

Struktur dan tata kerja organisasi operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling sedikit terdiri atas:

a. koordinator misi (Mission Coordinator-MC);

b. komando lapangan (On Scene Commander-OSC);
dan

C. operator.

Tanggung jawab dan [ungsi organisasi operasional
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
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a. koordinator misi mempunyai fungsi
mengkoordinir operasi penanggulangan
pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan,
Koordinator Misi Tier 1 dan 2 bertanggung jawab
kepada Dircktur Jendcral, dan Koordinator Misi
Tier 3 bertanggung jawab kepada Menteri,

b. komando lapangan mempunyai fungsi
memimpin pclaksanaan operasi penanggulangan
pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan
dan bertanggung jawab kepada koordinator misi;
dan

c. operator mempunyai fungsi mclaksanakan
operasi penanggulangan pencemaran di perairan
dan/atau peclabuhan dan bertanggung jawab
kepada komando lapangan.

Dalam mclaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, koordinator misi
mempunyai tugas:

a. mengaktifkan prosedur penanggulangan
pencemaran;

b. menunjuk dan mengukuhkan komando
lapangan;

c. merencanakan dan menetapkan strategi operasi
penanggulangan pencemaran,;

d. mengkoordinasikan dukungan sumber daya
personil, peralatan, dan lainnya,;

c. menyatakan pemberhentian operasi
penanggulangan pencemaran; dan

f. melaksanakan urusan administrasi dan
dokumentasi operasl penanggulangan
pencemaran.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, komando
lapangan mempunyai tugas:

a. memimpin dan memegang komando dalam
opcrasi  penanggulangan  pencemaran dan
penanggulangan dampak pencemaran serta
operasi lainnya;

b. melaksanakan strategi penanggulangan
pencemaran;

c. meminta dukungan sumber daya yang
diperlukan kepada koordinator misi;



d. mengarahkan dukungan sumber daya dari unit
kegiatan lain dan pelabuhan;

c. mengumpulkan informasi data pencemaran dan
kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; dan

f. melaporkan pelaksanaan operasi
penanggulangan pencemaran kepada
koordinator misi.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, operator

mempunyai tugas:

a. mencari data pencemaran dan  kondisi
lingkungan di wilayah pencemaran;

b. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan
penanggulangan pencemaran;

c. menghentikan  sumber  tumpahan  bahan
pencemar;

d. mengambil sampel bahan pencemar;

e. melokalisir, mengambil, dan menampung
tumpahan bahan pencemar;

f. mendispersi tumpahan bahan pencemar; dan

g. melaporkan pclaksanaan operasi
penanggulangan pencemaran kepada komando
lapangan.

Sistem peclaporan dan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman tcknis operasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. penilaian dan pemantauan pencemaran;
b. penetapan strategi operasi penanggulangan
pencemaran,;
c. penghentian sumber tumpahan bahan
pencemar;
. pecngambilan sampcl bahan pencemar;
pelokalisiran tumpahan bahan pencemar;
pengambilan tumpahan bahan pencemar;
. penampungan tumpahan bahan pencemar;
. pendispersi bahan pencemar;
pembuangan bahan pencemar; dan
evaluasi dan penyiapan dokumen operasi
penanggulangan penccmaran.

et =te v B W B W
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(1)

(2)

(3)

BAB 1V
PERSONIL

Pasal 7

Setiap peclabuhan dan unit kegiatan lain wajib
memiliki personil penanggulangan pencemaran.

Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki tingkat kompetensi yang terdiri

atas:

a. operator atau pelaksana;

b. penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on
scene commander); dan

c. manajer atau administrator.

Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diperolch melalui pelatihan:

a. tingkat 1, untuk operator atau pelaksana;

b. tingkat 2, untuk penyelia (supervisor) atau
komando lapangan (on scene commander); dan

c. tingkat 3, untuk manajer atau administrator.

Pelatihan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a mcncakup materi sckurang-
kurangnya terdiri atas:

a. jenis, sifat, dan karakteristik serta prediksi
pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan
lain;

. strategi pcnanggulangan,;

kesclamatan dan kesehatan kerja;

. operasional peralatan penanggulangan;

teknik penanggulangan, dengan cara:

1. mekanik;

2. kimia; dan

3. biologi.

f. pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan
akhir hasil penanggulangan;

pembersihan pantai;

. perawatan dan pemeliharaan peralatan;

teknik pengambilan sampel bahan pencemar,
air, dan biota;

o n0 o
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j- latihan kering (table top exercise) termasuk

latihan komunikasi; dan
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k. latihan  pecnggelaran  peralatan  (equipment
deployment exercise).

Pelatihan tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b mencakup materi sekurang-

kurangnya terdiri atas:

a. jenis, sifat, dan karakteristik serta dampak
tumpahan minyak dan/atau bahan lain;

b. prediksi pergerakan tumpahan minyak
dan/atau bahan lain;

c. kajian tumpahan minyak dan/atau bahan lain;

d. pclokalisiran, pcrlindungan, dan pecngambilan
kembali tumpahan minyak dan/atau bahan
lain;

¢. penggunaan dispersant,

f. pembersihan pantai;

g. keselamatan di lokasi musibah;

h. pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan
hasil penanggulangan;

1. perencanaan operasional;

j.  pengumpulan bukti dan dokumentasi;

k. manajemen komando dan pengcndalian;

l. tanggung jawab dan kompensasi;

m. komunikasi dan informasi;

n. latihan manajemen musibah;

o. penghentian operasi penanggulangan dan

evaluasi; dan
p. pemberitaan kepada media dan masyarakat.

Pelatihan tingkat 3 scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢, mencakup materi sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. peran dan tanggung jawab administrator atau
manajcr;
b. penycbab dan dampak dari pencemaran
minyak dan/atau bahan lain;
kebijakan dan strategi penanggulangan;
. rencana tanggap darurat;
e. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan
tata kerja organisasi operasional;
f. peraturan nasional dan konvensi internasional
serta kerjasama internasional;
manajeman krisis;
. pembecritaan kepada media dan masyarakat;

o0
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(7)

(4)

i. aspeck administrasi dan finansial dari
penanggulangan pencemaran,;

j. tanggung jawab dan kompensasi; dan

k. kebijakan penghentian operasi
penanggulangan.

Kompetensi personil scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat keterampilan
yang dikeluarkan olch lembaga dan/atau badan
pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 8

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib

memiliki personil dengan tingkat kompetensi

paling sedikit terdiri atas:

a. 6 (enam) orang opcrator atau pelaksana;

b. 1 (satu) orang pcnyelia atau komando lapangan;
dan

c. 1 (satu) orang manajer atau administrator.

Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk
memiliki  personil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dapat disediakan oleh perusahaan
yang bergerak di  bidang penanggulangan
pencemaran yang berbadan hukum Indonesia
dan/atau kopcrasi yang tclah ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Penyediaan personil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikan dengan surat perjanjian.

Sctiap personil scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit
kegiatan lain.

BAB V
PERALATAN DAN BAHAN

Pasal O

Setiap pclabuhan dan unit kegiatan lain wajib
memiliki peralatan dan bahan.

13



(2)

(3)

(1)

Pcralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling scdikit terdiri atas:

a. alat pelokalisir (oil boom);

b. alat penghisap (skimmer);

c. alat pcnampung sementara (temporary storage);
d. bahan pcenyerap (sorbent); dan

e. bahan pengurai (dispersant).

Untuk mengoperasikan peralatan dan bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap
pclabuhan dan unit kegiatan lain  wajib
menyecdiakan sarana mobilisasi peralatan dan
bahan penanggulangan pencemaran.

Pasal 10

Sctiap pclabuhan dan unit kegiatan lain harus
memiliki alat pelokalisir (oil boom) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling
sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal
terbesar yang berlabuh di pelabuhan dan/atau
unit kegiatan lain.

Dalam hal pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain
dapat mclayani lebih dari satu kapal dalam waktu
bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan
yang dapat menimbulkan pencemaran, harus
dilakukan penilaian untuk menentukan panjang
minimum alat pelokalisir (oil boom) yang harus
dimiliki.

Pasal 11

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus
mempunyai alat penghisap (skimmer) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan
kapasitas dan jenis scsuai dengan potensi pencemaran
minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil
penilaian.

14



Pasal 12

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus
mempunyai alat penampung sementara (temporary
storage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf c, paling sedikit scjumlah maksimum potensi
pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat
dihisap dalam waktu 10 (scpuluh) jam per hari
dan/atau berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 13

Setiap pelabuhan dan wunit kegiatan lain harus
mempunyai bahan penycrap (sorbent) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yang paling
sedikit mampu mcnyerap 10% (sepuluh persen) dari
jumlah maksimum potensi pencemaran minyak
dan/atau bahan lain yang dapat terjadi dan/atau
berdasarkan hasil pcnilaian.

Pasal 14

Sctiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus
mempunyai bahan pcngurai (dispersant) scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling
sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari
jumlah maksimum potensi pencemaran minyak
dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 15

(1) Kewajiban pclabuhan dan unit kegiatan lain untuk
memiliki  peralatan dan bahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat disediakan
olch perusahaan yang bergerak di bidang
pcnanggulangan pencemaran yang berbadan
hukum Indonesia dan/atau koperasi yang telah
ditetapkan oleh Dircktur Jenderal.

(2) Penyediaan pcralatan dan bahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat
perjanjian.

15



(3)

(1)

(2)

(1)

Setiap pcralatan dan bahan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus tersedia di
lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

BAB VI
LATIHAN

Pasal 16

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib
melaksanakan latihan penanggulangan
pencemaran.

Latihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memastikan kesiapan dan
kesiagaan  personil, peralatan dan  bahan
pcnanggulangan pencemaran, serta  uji  coba
prosedur yang telah ditetapkan.

Latihan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. latihan komunikasi dan pelaporan;

b. latihan kering (table top exercise);

c. latihan penggelaran  peralatan  (deployment
equipment exercise); dan

d. latihan gabungan dan terpadu.

Pasal 17

Latihan komunikasi dan pelaporan, dan latihan
kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk melatih
personil dalam melaksanakan sistem komunikasi
dan pelaporan serta teknik dan @ strategi
penanggulangan pencemaran.

Latihan komunikasi dan pclaporan, dan latihan
kering scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling scdikit 4 (cmpat) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Pasal 18

(1) Latihan penggelaran  peralatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c,
dilakukan  untuk  melatih  personil dalam
melaksanakan komunikasi, operasional peralatan,
dan teknik operasi penanggulangan pencemaran.

(2) Latthan  penggelaran peralatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2
(dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 19
(1) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d,
dilakukan untuk melatih  personil dalam
pelaksanaan komunikasi, operasional peralatan,
teknik operasi dan kerjasama penanggulangan
pencemaran.

(2) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20
Pelaksanaan latihan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3), dapat dilakukan pada waktu yang
bersamaan.

Pasal 21
Pengawasan latihan penanggulangan penccmaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pcjabat yang
ditunjuk.
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BAB VII

PENILAIAN PERSYARATAN PENANGGUILANGAN

PENCEMARAN
Pasal 22

(1) Persyaratan penanggulangan pencemaran di unit

kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan
dilakukan berdasarkan penilaian (assessment).

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji

antara lain:

a. potensi pencemaran yang dapat terjadi di area
unit kegiatan lain atau pelabuhan;

b. kepckaan lingkungan;

c. kondisi arus dan angin di dacrah unit kegiatan
lain atau pclabuhan; dan

d. perkiraan pergerakan tumpahan minyak dan
bahan lainnya.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. hasil kajian potensi pencemaran di unit kegiatan
lain atau pelabuhan;

b. pcta kepekaan lingkungan;

c. perkiraan pergerakan tumpahan minyak;

d. metode dan teknik penanggulangan
pencemaran; )

e. perhitungan kcterscdiaan peralatan dan bahan;

f. perhitungan ketersediaan personil; dan

g. laporan akhir hasil penilaian.

Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan olch  Syahbandar, Pcnyelenggara

Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola

Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit

kegiatan lain.

Dalam hal Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan,

Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal

Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan

Scendiri, dan pcnanggung jawab unit kegiatan lain

tidak mclakukan penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), pcnilaian dapat dilakukan oleh

perusahaan berbadan hukum Indonesia dan/atau

koperasi yang tclah ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.
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(6)

(2)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapat pengesahan dari Direktur
Jenderal.

Pasal 23

Untuk memperoleh  penetapan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), perusahaan

dan/atau koperasi mengajukan permohonan
penctapan  kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan:

a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM, yang salah satu
bidang  usahanya bergerak di bidang
penanggulangan pencemaran;

. Nomor Pokok Wajb Pajak;

surat kcterangan domisili perusahaan;

. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan;

memiliki tenaga ahli paling sedikit 4 (empat)

orang yang terdiri atas:

1.1 (satu) orang dengan keahlian di bidang

oo o

kartografi;
2. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang ahli
lingkungan /analisis mengenai dampak

lingkungan/pengendali dampak lingkungan;
3.1 (satu) orang dengan keahlian di bidang
pcnanggulangan pencemaran di laut minimal
tingkat 2; dan
4.1 (satu) orang decngan keahlian di bidang
perkapalan dan/atau kepelabuhanan.

Direktur Jendcral melakukan penelitian dan
evaluasi terhadap data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terpcnuhi, dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan
surat persetujuan sebagai perusahaan penilaian
persyaratan penanggulangan pencemaran terhadap
unit kegiatan lain dan pelabuhan sesuai Contoh 1
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan
ini.
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(4)

(1)

Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja Dircktur Jenderal menyampaikan
penolakan bescrta alasannya, sesuai Contoh 2
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan
ini.

Surat persetujuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan
sesudahnya dapat diperpanjang kembali setelah
dilakukan evaluasi dan verifikasi.

Pasal 24

Untuk memperoleh pengesahan hasil penilaian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),
Syahbandar, Penyclenggara Pelabuhan, Badan
Usaha Pclabuhan, Pengelola Terminal Khusus,
Pengcelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,
dan penanggung jawab unit kegiatan lain
mengajukan  permohonan kepada  Direktur
Jenderal dengan melampirkan hasil penilaian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dircktur Jenderal melakukan analisa
dan evaluasi hasil penilaian.

Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan
Surat Persctujuan Hasil Penilaian (Assesment)
sesuai format Contoh 3 pada Lampiran yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Mentcri Perhubungan ini.

Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil
penilaian secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak terpcnuhi, dalam jangka waktu paling lama
7  (tujuh) hari kerja  Direktur  Jenderal
menyampaikan penolakan beserta alasannya,
sesuai format Contoh 4 pada Lampiran yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Mcenteri Perhubungan ini.
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(1)

(2)

(3)

BAB VIII
PENGESAHHAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN
Pasal 25

Pelabuhan dan unit kegiatan lain yang telah

memenuhi pcrsyaratan penanggulangan
pencemaran diberikan Surat Pengesahan
Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan

Pencemaran oleh Direktur Jenderal.

Untuk mendapatkan Surat Pengesahan

Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan

Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Syahbandar, Pcnyelenggara Pelabuhan, Badan

Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus,

Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,

dan penanggung jawab unit kegiatan lain dapat

mengajukan permohonan kepada Direktur

Jenderal dengan melampirkan:

a. prosedur penanggulangan pencemaran;

b. daftar peralatan dan bahan penanggulangan
pencemaran serta bukti kepemilikan dan/atau
penguasaan peralatan dan bahan;

c. daftar personil pcnanggulangan pencemaran
dan sertifikat keahlian yang dimiliki; dan

d. jadwal pelaksanaan latihan penanggulangan
pencemaran.

Berdasarkan pcrmohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dircktur Jenderal melakukan
evaluasi dan verifikasi.

Berdasarkan  hasil  evaluasi  dan  verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan
lengkap, Dircktur Jenderal menerbitkan Surat
Pengesahan Pemenuhan Persyaratan
Penanggulangan Pencemaran dalam waktu paling
lama 5 (lima)} hari kerja sesuai Contoh 5 pada
Lampiran yang merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan
ini.
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(5)

(6)

(8)

(1)

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas
permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan bclum lengkap, Direktur Jenderal
memberikan surat penolakan secara tertulis
disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sesuai Contoh 6 pada Lampiran
yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali
sctelah Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan,
Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal
Khusus, Pengclola Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain
melengkapi pcrmohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Surat Pcngesahan  Pemenuhan Persyaratan
Penanggulangan Pencemaran scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk 5 (lima)
tahun, dan scsudahnya dapat diperpanjang
kembali sctelah dilakukan verifikasi pembaharuan.

Pengawasan pemenuhan persyaratan
penanggulangan pcncemaran di pelabuhan dan
unit kegiatan lain, dilakukan verifikasi antara oleh
Direktur Jenderal sctiap 2,5 (dua setengah) tahun
sckali.

BAB IX
PERSYARATAN USAHA PENANGGULANGAN
PENCEMARAN
Pasal 26
Untuk mendapatkan persetujuan usaha
penanggulangan pencemaran, perusahaan

mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. aspck administratif:

1. akta pendirian perusahaan dan pengesahan
dari Kementerian Hukum dan HAM, yang
salah satu bidang usahanya bergerak di
bidang penanggulangan pencemaran;
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2. surat keterangan domisili perusahaan;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
penanggung jawab perusahaan.

b. aspek teknis:
1. tenaga ahli meliputi:
a) 6 (cnam) orang personil operator;
b) 1 (satu) orang pcnyelia (supervisor); dan
c) 1 (satu) orang teknisi pemeliharaan
peralatan penanggulangan pencemaran.

2. memiliki peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran paling sedikit
terdiri atas:

a) alat pelokalisir {oil boom) sepanjang 200 m
(dua ratus meter);

b) 1 (satu) sct alat penghisap (skimmen
dengan kapasitas 10 (sepuluh) m3/jam,;

c) 1 (satu) buah alat penampung sementara
(temporary storage) dengan kapasitas
25 (dua puluh lima) m3;

d) 1 (satu) pack bahan penyerap (sorbent);

dan
e) 100 (seratus) liter bahan pengurai
(dispersant).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dircktur Jenderal melakukan
evaluasi dan verifikasi.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap
permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan
Surat Persetujuan Usaha Penanggulangan
Pencemaran dalam waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap sesuai format Contoh 7 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Perhubungan ini.
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(4)

()

(1)

(3)

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap
permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan bclum lengkap, Direktur Jenderal
memberikan surat penolakan secara tertulis
disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama
15 (lima bclas) hari kerja sesuai format Contoh 8
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan
ini.

Pcrmohonan yang ditolak dapat diajukan kembali
setelah pemohon melengkapi permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Persctujuan usaha penanggulangan pencemaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal jangka waktu persetujuan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
berakhir, pcrusahaan dapat mengajukan
perpanjangan persctujuan usaha.

Persctujuan usaha penanggulangan pencemaran
berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 28

Perusahaan pcnanggulangan pencemaran yang telah
mendapatkan persctujuan wajib:

a.

b.
c.

memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat
persetujuan;

mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
melaporkan pclaksanaan kontrak dengan
pelabuhan atau unit kegiatan lain.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan
pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan
Menteri Perhubungan ini.

Pasal 30

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 731

UMARARIS, SH, MM, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001
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Contoh 1

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 58 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 MEI 2013

SURAT PERSETUJUAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENILAIAN
PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Nomor:
Memperhatikan : Surat permohonan
P e
NOmMOT ...t Tanggal ...........
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemecrintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .....

Tanggal ... tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dengan ini memberikan Surat Persetujuan scbagai Perusahaan Penilaian
Persyaratan Penanggulangan Penccmaran kepada:

Nama Perusahaan
Alamat
Penanggung Jawab

Sebagai perusahaan penilaian persyaratan penanggulangan pencemaran
terhadap unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan wajib mematuhi dan mentaati
peraturan perundang-undangan;

2. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali kepada Dircktorat Jenderal Perhubungan Laut;

3. Surat Keterangan Terdaftar berlaku sclama 3 (tiga) tahun scjak tanggal
dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali.

Tembusan Yth:
Dirjen Perhubungan Laut

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
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Contoh 2

Nomor : e yerrea e, 201...
Lampiran
Perihal : Penolakan Penerbitan Kepada
Surat Persetujuan scbagai
Perusahaan Penilaian Yth. PT................

Persyaratan Penanggulangan
di
TEMPAT

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ...........
tanggal perihal Pcnerbitan Surat Keterangan Terdaftar
sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penilaian
persyaratan penanggulangan pencemaran di  unit
kegiatan lain dan pelabuhan, bersama ini kami
sampaikan bahwa, permohonan Saudara belum dapat
disetujui dengan pertimbangan:

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Saudara
dapat mengajukan  permohonan  baru  setelah
melengkapi persyaratan yang ditentukan.

3. Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.
Jakarta, ................. ,201....
An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Tembusan Yth:
Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 3

Memperhatikan

Mengingat

Kepada

Terhadap

SURAT PERSETUJUAN
HASIL PENILAIAN (ASSESMENT)
Nomor:

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Surat permohonan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .....
Tanggal  ..... tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Nama Perusahaan Penilai
Alamat
Penanggungjawab

Nomor Terdaftar*

Hasil penilaian persyaratan penanggulangan
pencemaran pada:

Nama unit kegiatan lain/Pelabuhan

Jenis kegiatan

Alamat unit kegiatan lain/Pelabuhan

Persetujuan ini untuk ditindak lanjuti dengan penyusunan prosedur
dan ketersediaan personil, peralatan dan bahan dan pelaksanaan

latihan

Tembusan Yth:

sesuai  hasil Pecnilaian Persyaratan  Penanggulangan
Pencemaran.

Jakarta, ................. , 201....

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 4

Nomor : e 201....
Lampiran :1 (satu) berkas :
Perihal : Penolakan Hasil Kepada
Penilaian (Assesment)
Yth. PT. ...,
di
TEMPAT

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ...........
tanggal perihal Pcrmohonan Persetujuan Hasil Penilaian
(Assesment) terhadap (unit kegiatan atau pelabuhan)*
................... yang beralamat di ..................., dengan ini
kami tidak dapat menyctujui permohonan Saudara
dengan pertimbangan:

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Saudara
dapat mengajukan  permohonan  baru  setelah
melengkapi persyaratan yang ditentukan.

3. Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, ................. , 201....

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Tembusan Yth:
Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 5

SURAT PENGESAHAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN
Nomor:

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Memperhatikan : Surat permohonan
P
J\T0) 15 103 S Tanggal ...........
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pecmerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

3. Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor ...
Tanggal ..... tentangPenanggulangan Pencemaran di
Perairan dan Pelabuhan.

MEMBERIKAN PENGESAHAN

Kepada : Nama Unit Kegiatan Lain atau Pelabuhan

Alamat Unit Kegiatan Lain atau Pelabuhan
Jenis Kegiatan
Penanggung Jawab

Terhadap : Terpenuhinya persyaratan penanggulangan pencemaran

meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, dan
latihan.

Tanggal Verifikasi Awal atau Pembaharuan:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

2.
3.
4

Memastikan kesiapsiagaan personil serta peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran;

Melakukan pembinaan kepada personil pecnanggulangan pencemaran;
Merawat secara rutin peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran;
Melakukan latihan sccara berkala scsuai dengan jangka waktu yang telah
di dalam Prosedur Penanggulangan Pencemaran;

Melaporkan perubahan/revisi prosedur penanggulangan pencemaran
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Surat Pengesahan Pemcnuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran
ini berlaku selama S5 (lima) tahun se¢jak tanggal dikeluarkan dan dapat
diperpanjang kembali.

Jakarta, ..........ooenell ,201....

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

Tembusan Yth:
Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 6

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth:

ety 201.
: 1 (satu) berkas
: Penolakan Pengesahan Kepada
Pemenuhan Persyaratan
Penanggulangan Pencemaran Yth. PT. ...,
di
TEMPAT

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ...........
tanggal ..................... perihal Permohonan Pengesahan
Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran,
terhadap (unit kegiatan atau pelabuhan)* ...................
yang beralamat di ................... , dengan ini kami tidak
dapat menyctujui permohonan Saudara dengan
pertimbangan:

Schubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu),
Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah
melengkapi persyaratan yang ditentukan.

3. Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, ................. , 201....

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 7

SURAT PERSETUJUAN USAHA PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Nomor:

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Memperhatikan

Mengingat

Menectapkan

PERTAMA

KEDUA

Surat permohonan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .....
Tanggal  ..... tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT TENTANG PERSETUJUAN USAHA
PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Membcrikan persctujuan usaha kepada
Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak

Penanggung jawab

Kewajiban pemegang surat persetujuan usaha:

1

3.

. mematuhi peraturan perundangan-perundangan;
2.

mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri
dalam pengadaan peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran;

menyampaikan laporan secara berkala setiap ©6
(enam) Dbulan tentang kegaitan dan keadaan
perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Laut;

. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang

disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan
laut;
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5. melaporkan sccara tertulis kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut sctiap kali terjadi perubahan akte
dan alamat usahanya;

KETIGA : Surat persetujuan usaha ini dapat dicabut apabila
pemegang surat izinusaha tidak mematuhi kewajiban
dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan
dengan kegiatan usahanya;

KEEMPAT : Surat persetujuan usaha ini berlaku selama 5 (lima)
tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku untuk
seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jakarta, ................. , 201....
An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Tembusan Yth:
Dirjen Perhubungan Laut
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Contoh 8

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth:

ey, 201.
: Penolakan Persetujuan Usaha Kepada
Penanggulangan Pencemaran
Yth. PT. .....ooni.
di
TEMPAT

. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ...........

tanggal ........... perihal permohonan izin usaha
penanggulangan pencemaran, bersama ini kami
sampaikan bahwa, permohonan Sadara belum dapat
disetujui dengan pertimbangan:

. Sehubungan butir 1 (satu) di atas, Saudara dapat

mengajukan permohonan baru setelah melengkapi
persyaratan yang ditentukan.

. Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, ................l , 201....

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

Dirjen Perhubungan Laut

Salinan ses
KEPALA BIRQ

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
E.E. MANGINDAAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001
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